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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
Retribusi Jasa Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara menjadi



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2068);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
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Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut Peraturan Gubernur ini diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas Jasa Usaha.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan/
penggunaan kekayaan daerah.

Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan/
penggunaan kekayaan daerah yang dimiliki/dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan
tempat rekreasi dan olahraga milik Pemerintah Daerah
untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan dan
pemanfaatan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan
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milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi
atau Badan.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil
produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kepentingan
Orang Pribadi atau Badan.

Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk
kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, dan
fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produk
yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah baik berupa alat,
barang, maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan
besarnya Retribusi yang terutang, sampai Kkegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib retribusi, serta
pengawasan penyetorannya.

Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan
retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat
peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan
melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi
sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib
retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya pokok Retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

Recu adalah tanda bukti pembayaran Retribusi yang
memuat jumlah Retribusi terutang dan denda sehingga
berfungsi juga sebagai SKRD atau STRD.

Karcis adalah tanda bukti pembayaran Retribusi yang
memuat jumlah Retribusi terutang dan denda sehingga
berfungsi juga sebagai SKRD atau STRD.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.



26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

27. Petugas Pemungut Retribusi adalah pegawai yang ditunjuk
untuk melaksanakan pemungutan reribusi berdasarkan
Keputusan Gubernur.

28. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.

BAB 11
PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Retribusi Jasa Usaha meliputi:

© oo o

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Retribusi Jasa Kepelabuhanan;

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
Retribusi Terminal.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh:

a.

b.

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Ketahanan Pangan;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kelautan dan Perikanan;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kehutanan;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perindustrian;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perdagangan,;

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan



(3)

(©)

l. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh:

a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan; dan

b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, dikelola oleh:

a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perhubungan; dan

b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kelautan dan Perikanan.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikelola oleh :

a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kelautan dan Perikanan;

c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

d. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Ketahanan Pangan;

€. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perindustrian;

f. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perdagangan;

g. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

h. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kehutanan.

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Perhubungan.

Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang tidak ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5) dan ayat (6), namun memiliki objek Retribusi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019, maka tetap

dilakukan pemungutan Retribusi sesuai tarif yang berlaku

pada objek yang sejenis.



BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

(1) Orang Pribadi atau Badan yang akan
memanfaatkan/menggunakan jasa Retribusi Jasa Usaha,
harus mengajukan permohonan/pendaftaran secara tertulis.

(2) Pengajuan permohonan/pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi SPORD dengan jelas,
benar dan lengkap.

(3) Bentuk dan isi SPORD sebagaimana tercantum pada
Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(4) Bentuk dan isi SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat disiapkan oleh Perangkat Daerah Pengelola, atau
dibuat sendiri oleh Subjek Retribusi.

Pasal 4

(1) Petugas pemungut Retribusi menetapkan jumlah Retribusi
yang terutang berdasarkan SPORD.

(2) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(3) Jumlah Retribusi yang terutang ditetapkan dengan Recu
atau Karcis yang berfungsi sebagai SKRD dan STRD.

(4) Recu ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya,
dan petugas pemungut Retribusi.

(5) Bentuk dan isi Recu dan Karcis sebagaimana tercantum
pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V
dan Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh setiap Perangkat
Daerah pengelola Retribusi.

(2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas Pemungut
Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola
Retribusi atas nama Gubernur.

(3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan setiap tahun.
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Pasal 6

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara sekaligus atau
lunas, kecuali telah diterbitkan Keputusan Gubernur yang
membolehkan Wajib Retribusi membayar secara mengangsur
dengan bunga 2% (dua persen) per bulan.

(2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan langsung ke RKUD,
atau di tempat pelayanan.

(3) Pembayaran Retribusi yang dilakukan langsung ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara
tunai maupun non tunai.

Pasal 7

(1) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke RKUD, maka
Wajib Retribusi menyampaikan bukti SSRD atau bukti
setoran yang sah lainnya kepada petugas Pemungut
Retribusi.

(2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku
sebagai SKRD.

(3) Pelayanan Retribusi dilakukan setelah bukti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan lengkap.

(4) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi wajib mendorong
pembayaran Retribusi langsung ke RKUD.

Pasal 8

(1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang wajib dilakukan
langsung ke RKUD adalah:
a. Retribusi Jasa Usaha yang diatur dengan
kontrak/perjanjian;
b. Retribusi atas pemanfaatan jasa laboratorium dan
peralatan; dan
c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Retribusi Jasa Usaha yang diatur dengan kontrak/perjanjian
adalah:
a. pemakaian lahan/kios/lapak/bangunan di pelabuhan
dan terminal;
b. pemakaian gedung olahraga;
c. pemakaian peralatan eksplorasi; dan
d. pemakaian mesin incenerator.

Pasal 9

(1) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan di tempat
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
pembayaran didasarkan pada Recu/Karcis yang berfungsi
sebagai SKRD.
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(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima oleh Petugas Pemungut Retribusi.

(3) Retribusi yang menggunakan Karcis sebagai tanda bukti
pembayaran adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Terminal, kecuali
pemakaian lahan/kios/lapak/bangunan;

b. Retribusi atas pemakaian arsip milik daerah; dan

c. Penggunaan peralatan kesehatan yang pemungutan
retribusinya per kunjungan, seperti penggunaan alat
kebugaran untuk terapi dan peralatan sauna.

(4) Pembayaran retribusi yang menggunakan Karcis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memakai sarana
elektronik secara bertahap.

(5) Pemakaian sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya
Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 10

(1) Retribusi yang diterima Petugas Pemungut Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disetor
keseluruhannya ke RKUD sesuai Nomor Rekening
Penerimaan setiap jenis Retribusi, atau disetor ke Bendahara
Penerima Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama
1x24 jam setelah Retribusi diterima.

(2) Dalam hal penyetoran dilakukan langsung ke RKUD, Petugas
Pemungut Retribusi melaporkan penyetoran tersebut kepada
Bendahara Penerima Perangkat Daerah disertai bukti setoran
Retribusi dan salinan Recu.

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan ke Bendahara Penerima
Perangkat Daerah, maka Bendahara Penerima menyetor
penerimaan tersebut secara bruto ke RKUD dalam jangka
waktu paling lama 1x24 jam dengan menggunakan dokumen
administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Apabila batas akhir waktu penyetoran jatuh pada hari libur
maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi utang Retribusinya
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
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tanggal jatuh tempo pembayaran, Kepala Perangkat Daerah
Pengelola Retribusi mengeluarkan Surat Teguran.

(2) Wajib Retribusi harus melunasi utang Retribusinya dalam
Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat
Teguran.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Wajib Retribusi belum melunasi utang Retribusinya,
Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi mengeluarkan
STRD.

(4) Bentuk dan isi Surat Teguran ditetapkan oleh Kepala
Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi atas nama Gubernur.

(2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen)
dari jumlah Retribusi yang terutang.

(3) Pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Wajib
Retribusi yang mengalami keadaan kahar (force majoure).

Pasal 13

(1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk mengurangi
Jjumlah sanksi administratif maupun mengurangi jumlah
pokok Retribusi yang terutang.

(2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk memberi
kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau
menunda pembayaran.

(3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan
Retribusi yang terutang.

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi yang dapat memperoleh pengurangan
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. kemampuan Wajib Retribusi;

b. kegiatan yang Dbersifat keagamaan, sosial, dan
pemerintahan; dan

c. kegiatan tertentu yang sejalan dengan program Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
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(2) Pemberian pengurangan Retribusi atau keringanan Retribusi
kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas.

Pasal 15

(1) Wajib  Retribusi yang meminta pengurangan dan/atau
keringanan, atau pembebasan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala
Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang dilengkapi surat
atau dokumen yang membuktikan kebenaran alasan
permohonannya.

(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
diberikan secara selektif setelah melalui suatu penelitian
terhadap objek dan subjek Retribusi yang dibuktikan dengan
Berita Acara.

(3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun
dalam buku jenis Retribusi.

(2) Berdasarkan buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan
tunggakan per jenis Retribusi.

(3) Laporan realisasi penerimaan Retribusi dibuat paling lama
setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya berdasarkan daftar
penetapan, penerimaan, dan tunggakan per jenis Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Format isi buku jenis penerimaan Retribusi dan format
laporan realisasi penerimaan Retribusi perbulan dibuat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 18

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi, evaluasi,
monitoring dan pengendalian.

Pasal 19

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dilaksanakan oleh Pemeriksa Fungsional.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
di bidang Retribusi berpedoman sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB X
RECU DAN KARCIS

Pasal 20

(1) Recu dibuat dalam rangkap lima dengan warna yang
berbeda, masing-masing:
a. warna putih Lembaran I untuk Wajib Retribusi;
b. warna kuning Lembaran I untuk Badan Pendapatan
Daerah;
c. warna merah Lembaran III untuk Bendahara Penerima
Perangkat Daerah Pengelola;
d. warna biru Lembaran IV untuk Kas Umum Daerah; dan
€. warna hijjau Lembaran V wuntuk Petugas Pemungut
Retribusi/Arsip.
(2) Karcis dalam bentuk 1 (satu) lembaran yang terbagi 2 (dua)
potongan, masing-masing:
a. Potongan I untuk Wajib Retribusi.
b. Potongan II untuk Petugas Pemungut Retribusi /Arsip.
(3) Setiap Penerbitan Recu dan Karcis dicatat berurutan sesuai
nomor dan tanggal penerimaan Retribusi.
(4) Recu dan Karcis dapat berbentuk elektronik.

Pasal 21

(1) Recu dan Karcis disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

(2) Recu dan Karcis hanya sah setelah diperforasi oleh Badan
Pendapatan Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyampaikan
jumlah kebutuhan Recu dan Karcis setiap tahun kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk kebutuhan tahun
berikutnya.
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(4) Pengambilan Recu dan Karcis dibuktikan dengan Berita
Acara Penerimaan.

(5) Recu dan Karcis yang diambil dari Badan Pendapatan
Daerah, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyampaikan
permintaan Recu dan Karcis kepada Badan Pendapatan
Daerah per triwulan sesuai jumlah kebutuhannya.

(2) Recu dan Karcis yang telah diambil, dicatat dan dilaporkan
berdasarkan antara lain:

a. jumlah pengambilan;

b. nomor Recu yang diambil;

c. Recu yang telah digunakan; dan
d. sisa yang belum digunakan.

(3) Laporan pertanggungjawaban pemakaian Recu dan Karcis
atas pengambilan, penggunaan dan sisa Recu dan Karcis
disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, bersama dengan
laporan penerimaan Retribusi Daerah.

(4) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi wajib mengintensifkan
pemungutan dan penerimaan Retribusi.

(2) Setiap Perangkat Daerah Pengelola Retribusi mengajukan
Rencana Kerja Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk mendukung kegiatan yang berkaitan
dengan upaya pelayanan dan optimalisasi pemungutan

Retribusi.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan  Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
terhadap tanah, bangunan/gedung/ruangan dan
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kendaraan bermotor alat berat tetap berlaku sampai
ditetapkannya perjanjian sewa barang milik daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Maret 2020

iUBERNUR SULAWESI SELATAN,

LY

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Dr. ABD HAYAT, M. Si

BERITA DARRAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN

NOMOR 4 TAHUN /2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan

Kepada
Yth. Kepala ....c.cooovviiiiiinniiinnn.,

Pemanfaatan di-

Objek Retribusi Jasa Usaha ~ ..iiiiieeeeeennnne.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama DN
Pekerjaan/ L e
Jabatan e
Badan Usaha © ...cooviiiiiiiciiiinnn,
Alamat L e ieeirererereeanaiaens
Telp L e

Dengan ini mengajukan permohonan Pelayanan Jasa Usaha atas:

Jenis Retribusi T e
Jenis Objek T s
Nama Objek D e
Keterangan Objek* :
1. Lokasi / Alamat S P
2. Spesifikasi T
3. Banyaknya/jumlah : .........
4, Keterangan lainnya . .........
B v D e
D e D e
Co vrvirireriierrraens L e

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan lebih

lanjut.

Pemohon,

*diisi sesuai kebutuhan masing-masing objek
Keterangan : format ini bersifat pedoman umum, Perangkat Daerah dapat menyesuaikan
sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

<

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
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LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR I TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK DAN ISI RECU RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Recu Retribusi Pemakaian Barang/Peralatan serta Bahan dan Sarana
Laboratorium

BADAN PENDAPATAN DAERAH

RECU RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
(PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019)

Nomor RECU e et e r e et e e enans
Terima dari, Nama L et e e e ettt et et ettt e et ettt en e enenrenen
Badan/ Perusahaan TPt
Alamat TR
Telp / HP e e e e et ettt an i earaas
Untuk Pembayaran : RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG/PERALATAN SERTA
BAHAN DAN SARANA LABORATORIUM
Pada UPTD/Balai/Lab. e e aas
Obyek : Barang/Peralatan serta Bahan dan Sarana
Laboratorium
Keterangan Obyek '
1. Nama / Jenis Obyek P
2. Jenis Kegiatan PR
3. Jenis Barang/ Komoditi e e et
4. Jumlah Barang/Komoditl .,
5. Keterangan et et e et e e e e ee e e e a e et r et ettt e e e e e e b e e nn e onseenarnes
6. Tarif R e,
|
Pembayaran Retribusi :
A, XRp oo DORP
b. Sanksi administrasi (2% / bulan) CORP
Jumlah CORD
| LEETDIIANE oottt e e )
Wajib Retribusi Petugas Pemungut
( ) { )

NIP:

Keterangan Lembar Warna RECU :

- Lembaran I warna PUTIH (Asli) untuk Wajib Retribusi.

- Lembaran I warna KUNING untuk Bapenda Prov. Sulsel.

- Lembaran III warna MERAH untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola.
- Lembaran IV warna BIRU untuk Kas Umum Daerah.

- Lembaran V warna HIJAU untuk Petugas Pemungut Retribusi/Arsip.
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2. Recu Retribusi Pemakaian Arsip Milik Daerah

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RECU RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
{PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019)

Nomor RECU B et st e e s
Terima dari, Nama S
Badan B et eerenononnraenent o e tasebea st s et sea s oa e n s n et snsa bbb an e saaaans
Alamat S S S S PN
No. Telp/HP 4 eeteee et s Fasererenonetatetansesatitaatutaattsasatsaratensntshounranssienesas
Untuk Pembayaran : RETRIBUSI PEMAKAIAN ARSIP MILIK DAERAH
Pada Perangkat Daerah SN
Objek * : Sarana Perpustakaan/Arsip

Keterangan Objek :

1. Jenis Objek S S
2. Keterangan L e et ee ettt e h e e it e e e aaea e e et aaans
3. Jenis Pemakaian/KegIiatan @ ....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiii e
4. Tarif TR e

Pembayaran Retribust :

- P XRp oo TORP
b. Sanksi administrasi (2% / bulan) D Rp
Jumlah TORD
=S o3} ' V- P P )
Wajib Retribusi, Petugas Pemungut,
( ) ( 1
NIP:

Keterangan Lembar Warna RECU :

- Lembaran I warna PUTIH (Asli) untuk Wajib Retribusi.

- Lembaran Il warna KUNING untuk Bapenda Prov. Sulsel.

- Lembaran Il warna MERAH untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola.
- Lembaran IV warna BIRU untuk Kas Umum Daerah.

- Lembaran V warna HIJAU untuk Petugas Pemungut Retribusi/Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

[ 4

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PROVINSI

TAHUN
USAHA

PERATURAN DAERAH
SULAWESI SELATAN NOMOR
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA

BENTUK DAN ISI RECU RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. Karcis Tanda Masuk Pelabuhan Penyeberangan

1. Tanda Masuk Penumpang, Pengantar dan Penjemput

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

e %% Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
PENUMPANG/PENGANTAR/PENJEMPUT
Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
PENUMPANG/PENGANTAR/PENJEMPUT
Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

2. Tanda Masuk Karyawan Perusahaan di Pelabuhan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Arsip

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KARYAWAN PERUSAHAAN DI PELABUHAN
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
per orang / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KARYAWAN PERUSAHAAN DI PELABUHAN
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah}
per orang / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal
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3. Tanda Masuk Kendaraan Golongan I dan Golongan II

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN

KENDARAAN GOL. I DAN GOL. I

Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN

KENDARAAN GOL. I DAN GOL. II

Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis No. Karcis

Lokasi Lokasi

Tanggal Tanggal

No. Kendaraan No. Kendaraan

Tarif Retribusi Tarif Retribusi:

1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp2.000,00 1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp2.000,00

2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp2.000.00 2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp2.000.00

Total Rp4.000,00

Total Rp4.000,00

4. Tanda Masuk Kendaraan Golongan I1I

Arsip |

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN III
Rp4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

per unit / 1 x masuk |

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN III
Rp4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis No. Karcis

Lokasi Lokasi

Tanggal Tanggal

No. Kendaraan No. Kendaraan

Tarif Retribusi Tarif Retribusi:

1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp2.500,00 1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp2.500,00

2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp2.000.00 2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp2.000.00
Total Rp4.500,00 Total Rp4.500,00

5. Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV dan Golongan V

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOL. IV DAN GOL. V
Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis |
Lokasi

Tanggal

No. Kendaraan

Tarif Retribusi:

1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp3.000,00

2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp3.000,00
Total Rp6.000,00

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOL. IV DAN GOL. V
Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis

Lokasi

Tanggal

No. Kendaraan

Tarif Retribusi:

1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp3.000,00
2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp3.000.00

| Total Rp6.000,00
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6. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN VI
Rp6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

No. Kendaraan
Tarif Retribusi:

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN VI
Rp6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

No. Kendaraan
Tarif Retribusi:

1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp3.500,00 1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp3.500,00
2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp3.000,00 2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp3.000,00
Total Rp6.500,00 Total Rp6.500,00

7. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN VII
Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

No. Kendaraan
Tarif Retribusi:

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN VII
Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

No. Kendaraan
Tarif Retribusi:

1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp 7.000,00 1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp 7.000,00
2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp25.000,00 2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp25.000,00
Total Rp32.000,00 Total Rp32.000,00

8. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Arsip |

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN VIII
Rp42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

No. Kendaraan
Tarif Retribusi:

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN VIII
Rp42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

No. Kendaraan
Tarif Retribusi:

1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp 7.000,00 1. Tanda Masuk Pelabuhan Rp 7.000,00
2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp35.000,00 2. Jasa Pemeliharaan Dermaga Rp35.000,00
Total Rp42.000,00 Total Rp42.000,00
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9. Tanda Masuk Bulanan Kendaraan Golongan II

di Pelabuhan Penyeberangan

yang beroperasi

Arsip Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN 11
YANG BEROPERASI DI PELABUHAN
Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah)
per unit / bulan

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN II
YANG BEROPERASI DI PELABUHAN
Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis

Lokasi

| No. Kendaraan
Berlaku mulai tanggal

No. Karcis

Lokasi

No. Kendaraan
Berlaku mulai tanggal

s/d s/d

10. Tanda Masuk Bulanan Kendaraan Golongan III

di Pelabuhan Penyeberangan

yang beroperasi

Arsip Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN III
YANG BEROPERASI DI PELABUHAN
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
per unit / bulan

J PELABUHAN PENYEBERANGAN
KENDARAAN GOLONGAN III
YANG BEROPERASI DI PELABUHAN
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis

Lokasi

No. Kendaraan
Berlaku mulai tanggal

No. Karcis

Lokasi

No. Kendaraan
Berlaku mulai tanggal

s/d s/d

B. Karcis Tanda Masuk Pelabuhan Pengumpan Regional
1. Tanda Masuk Penumpang

a) Penumpang Kelas A

Arsip Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019}

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
TERMINAL PENUMPANG KELAS A
PENUMPANG /PENGANTAR/PENJEMPUT
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
TERMINAL PENUMPANG KELAS A
PENUMPANG /PENGANTAR/PENJEMPUT
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis No. Karcis
Lokasi Lokasi
Tanggal Tanggal




b) Penumpang Kelas B
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Arsip

BADAN PENDAPATAN DAERAH

E Wajib Retribusi

&

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019}

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
TERMINAL PENUMPANG KELAS B
PENUMPANG/PENGANTAR/PENJEMPUT
Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
TERMINAL PENUMPANG KELAS B
PENUMPANG/PENGANTAR/PENJEMPUT
Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

2. Tanda Masuk Pas Orang

a) Pas Harian Kelas III

Aréip-

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KELAS HI
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)})
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KELAS III
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

b) Pas Tetap Bulanan Kelas Il

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

w;g Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TETAP BULANAN KELAS I
Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
per orang / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TETAP BULANAN KELAS III
Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
per orang / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal




c) Pas Tetap Tahunan Kelas III
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Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TETAP TAHUNAN KELAS llI
Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
per orang / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
per orang / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

3. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)

a)

Pas Kendaraan Harian (tidak tetap)

(1) trailer, truk gandengan kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

w% Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(Trailer, Truk Gandengan Kelas III)
Rp5.500,00 (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(Trailer, Truk Gandengan Kelas III)
Rp5.500,00 (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

(2) truk, bus besar kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(Truk, Bus Besar Kelas III)

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(Truk, Bus Besar Kelas III)

RpS.000,00 {(Lima Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal
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(3) pick up, minibus, sedan dan jeep kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(Pick Up, Minibus, Sedan dan Jeep Kelas III)
Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
{Pick Up, Minibus, Sedan dan Jeep Kelas 1)
Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

(4) sepeda motor kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019}

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(Sepeda Motor Kelas Ili)
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(Sepeda Motor Kelas III)
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis No. Karcis
Lokasi Lokast
| Tanggal Tanggal
e =

(5) gerobak, cikar, dokar dan

sepeda kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(gerobak, cikar, dokar dan sepeda Kelas II)
Rp1.000,00 (Seribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS HARIAN KENDARAAN
(gerobak, cikar, dokar dan sepeda Kelas III)
Rp1.000,00 (Seribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal




b) Pas Kendaraan Bulanan
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(1) trailer, truk gandengan kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(Trailer, Truk Gandengan Kelas III)
Rp137.500,00
(Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(Trailer, Truk Gandengan Kelas III)
Rp137.500,00
(Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

(2) truk, bus besar kelas III

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Arsip

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019}

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(Truk, Bus Besar Kelas IlI)
Rp125.000,00
(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(Truk, Bus Besar Kelas III)
Rp125.000,00
(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

(3) pick up, minibus, sedan dan jeep kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(Pick Up, Minibus, Sedan dan Jeep Kelas III)
Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
per unit / bulan

| No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(Pick Up, Minibus, Sedan dan Jeep Kelas III)
Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal




| Lokasi
Tanggal

(4) sepeda motor kelas III
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Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI] SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(Sepeda Motor Kelas III)
Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(Sepeda Motor Kelas III)
Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

(5) gerobak, cikar, dokar dan

sepeda kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(gerobak, cikar, dokar dan sepeda Kelas III)
Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
per unit / bulan

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS BULANAN KENDARAAN
(gerobak, cikar, dokar dan sepeda Kelas III)
Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
per unit / bulan

No. Karcis | No. Karcis

Lokasi Lokasi

Tanggal Tanggal
c) Pas Kendaraan Tahunan

(1) trailer, truk gandengan kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(Trailer, Truk Gandengan Kelas III)
Rp1.375.000,00
(Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis

Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(Trailer, Truk Gandengan Kelas III)
Rp1.375.000,00
(Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal




(2) truk, bus besar kelas III

28

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(Truk, Bus Besar Kelas III)
Rp1.250.000,00
(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(Truk, Bus Besar Kelas III)
Rp1.250.000,00
(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

(3) pick up, minibus, sedan dan jeep kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(Pick Up, Minibus, Sedan dan Jeep Kelas IlI)
Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(Pick Up, Minibus, Sedan dan Jeep Kelas III)
Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

(4) sepeda motor kelas 111

Arsip |

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
((PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(Sepeda Motor Kelas III)
Rp750.000,00
(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(Sepeda Motor Kelas III)
Rp750.000,00
(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal
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(5) gerobak, cikar, dokar dan sepeda kelas III

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(gerobak, cikar, dokar dan sepeda Kelas III)
Rp250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
PAS TAHUNAN KENDARAAN
(gerobak, cikar, dokar dan sepeda Kelas I1I)
Rp250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
per unit / tahun

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

C. Karcis Parkir Kendaraan di Pelabuhan Perikanan

1. Roda Dua

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PERIKANAN
JASA PARKIR KENDARAAN RODA DUA
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PERIKANAN
JASA PARKIR KENDARAAN RODA DUA
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

2. Roda Empat

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PERIKANAN
JASA PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PERIKANAN
JASA PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal
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D. Karcis Jasa Tambat Perahu di Pelabuhan Perikanan

~Arsip | Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PERIKANAN
JASA TAMBAT PERAHU
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
per kapal / hari

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

PELABUHAN PERIKANAN
JASA TAMBAT PERAHU
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
per kapal / hari

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

3. Recu Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

a. Pelabuhan Penyeberangan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RECU RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019)

Nomor RECU
Terima dari (Nama)
Badan
Alamat
No. Telp / HP
Untuk Pembayaran
Pada Perangkat Daerah
Obyek
Nama Pelabuhan
1. Jasa Sandar/ Penumpukan Barang/ Penitipan Hewan*
- Kegiatan
Jenis Kapal/Kapasitas
Jenis Barang/Hewan
Banyaknya/Kapasitas
- Keterangan
2. Jasa Pelayanan Kendaraan Bermotor / Kepelabuhanan Lainnya (diatur dalam Kontrak
Kerjasama)*
— Nomor Kontrak
- Jenis Asset
- Banyaknya / luasnya
~ Keterangan
3. Jasa Pelayanan Alat
— Mekanik Forklift
- Penimbangan Kend.
- Keterangan
4. Jasa Pemeliharaan Dermaga:
- Barang di Atas Kend.
S. Tarif (nomor ............ ) TRD
Tarif (nomor ............ ) TR e
Pembayaran Retribusi :
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Wajib Retribusi Petugas Pemungut

( ) { )
NIP:

Keterangan Lembar Warna RECU :

- Lembaran [ warna PUTIH (Asli) untuk Wajib Retribusi.

- Lembaran Il warna KUNING untuk Bapenda Prov. Sulsel.

- Lembaran Il warna MERAH untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola.
- Lembaran IV warna BIRU untuk Kas Umum Daerah.

- Lembaran V warna HIJAU untuk Petugas Pemungut Retribusi/Arsip.

#) Coret yang tidak perlu

b. Pelabuhan Pengumpan Regional

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

RECU RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES] SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019)

Nomor RECU N PP
Terima dari (Nama) PP
Badan U S P PPN
Alamat PPN
No. Telp / HP O
Untuk Pembayaran : RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pada Perangkat Daerah PP
Obyek Pelabuhan Pengumpan Regional

Nama Pelabuhan O

1. Jasa Labuh/Jasa Pemanduan/Jasa Penundaan/Jasa Tambat/Jasa Penumpukan
Barang/Penitipan Hewan*

- Kegiatan PPN
- Jenis Kapal/Kapasitas PPN [ GT
- Jenis Barang/Hewan PPN
- Banyaknya/Kapasitas R PP
- Keterangan O PP T
2. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana
- Alat Mekanik :
a. Forklift N Ton
b. Kren Derek (Mobil Crane) :© ..., Ton
c. Motor Boat H O U PK
- Alat Non Mekanik ES O S PN
— Keterangan P
3. Tarif (nomor ............ ) TR
Tarif (nomor ............ ) SR e
Pembayaran Retribusi :
A D PN XRp Rp oo
............... X oviieenn  XRD Rp oo
b. Sanksi Administrasi (2%/Bulan) .................. XRp ..o RP v,
Jumlah Rp o,
(=3 031 = o G PR TIR TS )
[ O PPN
Wajib Retribusi Petugas Pemungut
( 1 { )
NIP:

Keterangan Lembar Warna RECU :
- Lembaran I warna PUTIH (Asli) untuk Wajib Retribusi.

- Lembaran II warna KUNING untuk Bapenda Prov. Sulsel.

- Lembaran Il warna MERAH untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola.
- Lembaran IV warna BIRU untuk Kas Umum Daerah.

- Lembaran V warna HIJAU untuk Petugas Pemungut Retribusi/Arsip.

*) Coret yang tidak perlu
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c. Pelabuhan Perikanan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
RECU RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019)
Nomor RECU P
Terima dari (Nama) T ettt ee et et ettt et e e ettt eaa st et eae e aaas
Badamn e e e e e
Alamat L € PPN
No. Telp / HP L e et e e eh et et enenet ettt at ittt ettt
Untuk Pembayaran : RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN
Pada Perangkat Daerah e
Obyek : Pelabuhan Perikanan
Nama Pelabuhan D e eteretrrerereeesraeneteees s s ts s e ey ta ettt e b ra s na e e nn s a e e aneseas
1. Sewa Wisma Nelayan/Kios/ Bengkel /Lahan Pelabuhan (diatur dalam Kontrak Kerjasama)*
—  NOMOT KONEIAK ettt ittt e ettt s et e e e et e e e e e st ae e aas
— Jenis Asset : Kapal/Tanah/Bangunan/Ruangan
- Banyaknya / luasnya e eteeeteraraennrensanaannrantnrsunsaBe s iR as et stntnnresenhe st rebeatbesastsraentrsnases
- Keterangan L e et a e e e e et e s aa e e e
2. Jasa Hasil Lelang L et ettt eeeeeeetetteeeteetetaeareae et tn et et ta et e nn e eanannnan
- Keterangan § et eereeeertaetas et ettt a et te st e s e et rr et et e s e eaa ekl
3. Tarif (nomor ............ ) R
Tarif (nomor ............ ) LR i
Pembayaran Retribusi :
- T K v XRp o Rp o
............... K eereeniieneee s XRD RP o
b. Sanksi Administrasi (2%/Bulan) .......c.......... XRp oo RP tieiiriieiiiciiiiiie,
Jumlah RP o
(05 0T = o< g PP RPN )
Wajib Retribusi Petugas Pemungut
( ) ( )
NIP:
Keterangan Lembar Warna RECU :
- Lembaran I warna PUTIH (Asli) untuk Wajib Retribusi.
- Lembaran Il warna KUNING untuk Bapenda Prov. Sulsel.
- Lembaran III warna MERAH untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola.
- Lembaran IV warna BIRU untuk Kas Umum Daerah.
- Lembaran V warna HIJAU untuk Petugas Pemungut Retribusi/Arsip.
¥] Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Y. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr
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LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK DAN ISI RECU RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
A. Recu Tanda Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga

1. Tanda Masuk Pantai Barombong

a. Dewasa

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA |RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ...... ) (PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ...... )
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
PANTAI BAROMBONG PANTAI BAROMBONG
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Dewasa per orang / 1 x masuk Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis No. Karcis
Tanggal Tanggal
b. Anak-anak
% . Arsip Wajib Retribusi
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA |RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ...... ) (PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......)
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
PANTAI BAROMBONG PANTAI BAROMBONG
Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Rp1.000,00 (Seribu Rupiah)
Anak-anak per orang / 1 x masuk Anak-anak per orang / 1 x masuk
No. Karcis No. Karcis

Tanggal Tanggal




2. Tanda Masuk Museum Lagaligo
a. Pengunjung Domestik

1) Dewasa

34

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MUSEUM LAGALIGO
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MUSEUM LAGALIGO
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

Arsip

PEMERINTAH PROVNSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
| MUSEUM LAGALIGO

' Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)

| Anak-anak per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVII SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MUSEUM LAGALIGO
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
Anak-anak per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

b. Pengunjung Mancanegara

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MUSEUM LAGALIGO

| Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

| Mancanegara per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MUSEUM LAGALIGO
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
Mancanegara per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal




3. Karcis Masuk Monumen Mandala

a. Dewasa
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A;sip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINS SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ...... }

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MONUMEN MANDALA
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MUSEUM LAGALIGO
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

b. Anak-anak

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MONUMEN MANDALA
Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
Anak-anak per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

l

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MONUMEN MANDALA
Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
Anak-anak per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

4. Karcis Masuk Menara Mandala

a. Dewasa

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Arsip |

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
| (PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MENARA MANDALA
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MENARA MANDALA
Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal
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b. Anak-anak

Arsip

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MENARA MANDALA
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
Anak-anak per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
MENARA MANDALA
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
Anak-anak per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

5. Karcis Masuk Benteng Somba Opu

a. Dewasa

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
BENTENG SOMBA OPU
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
BENTENG SOMBA OPU
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
Dewasa per orang / 1 x masuk

No. Karcis

Tanggal

b. Anak-anak

Arsi?

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN

KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
BENTENG SOMBA OPU
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
Anak-anak per orang / 1 x masuk

| No. Karcis
Tanggal

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(PERDA PROV. SULSEL NO. ..... TAHUN ......
KARCIS TANDA MASUK PENGUNJUNG
BENTENG SOMBA OPU
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
Anak-anak per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal
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B. Recu Pemakaian Sarana Olahraga

BADAN PENDAPATAN DAERAH

RECU RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

(PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019)

Nomor RECU w1810 v e L e $ e 0 6 o0 o 8 ejea o0 EHE S & 8 8 64 8 e 04 1R 000 b0 E Po 48 BN D e N e AN a N onn bRt Rants
Terima dari, Nama T PPt
Badamn ettt et ettt tatat et enenerenrarasaaaearternenaanann
Alamat S i eeeeveonenvavasosenouonanana s sncatatatsnononnonodsensnsntanenessebansntautarutorussasans
Untuk Pembayaran : PEMAKAIAN TEMPAT DAN SARANA OLAH RAGA
Pada Perangkat Daerah S it dieinisa e dloeeneeivarare e st ne s ueaana s ounua oo s absesstsssssassueb s raseesanraen
Nama Tempat LT T P
Lokasi/Alamat ettt e ue ettt een e et e et e et e aeaa e et te e et e raaeanearenen
Jenis Olah Raga LI T T
Pembayaran Retribusi :
1. Lapangan Terbuka:

a. Tenis D Jam x Rp20.000,00 /Jam = Rp «.cccoveviiiiiiinriniinnnns

b. Kolam Renang

- Dewasa : Rp25.000,00 / orang
- Anak-Anak / Pelajar | : Rp20.000,00 / orang

c. Sepak Bola D Jam x Rp25.000,00 /Jam =Rp .cccoevvvvniireeniennnnn.

d. Futsal Do Jam x Rp25.000,00 /Jam =Rp ..coeevviiviiiiiniinnnnnn.

e. Takraw D Jam x Rp25.000,00 /Jam =Rp ..ccccovvieniiiiniannenn..
2. Lapangan Tertutup:

a. Tenis e Jam x Rp25.000,00 /Jam = Rp ..ccvvvvvvvvniiniiniinnnns

b. Bulutangkis D e Jam x Rp25.000,00 /Jam = Rp ...cccvvvivrnviceenninnnns

c. Basket D Jam x Rp25.000,00 /Jam =Rp ..cccveviinniieninnnnnnns

d. Vol e Jam x Rp25.000,00 /Jam = Rp ..cceevvvnvenieirinnnnnnnes
4. Pemakaian Gedung Olah Raga:

- Umum e Hari x Rp5.000.000,00 = Rp «cevevviienieiniiineen.

- Pelajar TR Hari x Rp3.000.000,00 = RP ..cevvvvveiiiiiiiiiinenens
5. Pemakaian Stadion Madya / Atletik:

- Umum RO Hari x Rp2.000.000,00 = Rp ..ovvvvivviiiinienenennen

— Pelajar TS Hari x Rp1.000.000,00 = Rp .ccovvvvviiiiieiieinnnns
103 g o3 1 V- U PSSP )

Wajib Retribusi Petugas Pemungut
( ] ( )
NIP:

Keterangan Lembar Warna RECU :

- Lembaran [ warna PUTIH (Asli) untuk Wajib Retribusi.

- Lembaran Il warna KUNING untuk Bapenda Prov. Sulsel.

- Lembaran III warna MERAH untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola.
- Lembaran IV warna BIRU untuk Kas Umum Daerah.

- Lembaran V warna HIJAU untuk Petugas Pemungut Retribusi/Arsip.

+] Diisi sesuai objek Retribusi

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

LN

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
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LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

BENTUK DAN ISI RECU RETRIBUSI PRODUKSI USAHA DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
(Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019)

Nomor Recu

Perangkat Daerah PP S P PSP
Sudah terima dari L e e r e aaas
= o - PN
Badan Usahia e e e et e e e a e et aaaas
Alamat D e ettt e ettt e et et aaaanaaaan
No. Telp / HP D et ns
Untuk Pembayaran : Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1. Jenis Objek
a. Bidang PPN
b. Benih/Bibit T T PPN
c. Hasil Produksi D ettt et ea et e e et e e et et et a e et aaan et anaaean
d. Produksi Olahan D e e e e et e e et e ee e e e e e et e aaaans
e. Produk Spesifik PO PP TPPPPPRPIN
2. Banyaknya Objek D e ettt e e e ae et ra e e e e e e aaaaans
3. Tarif D Rp Perecccininnn.

4. Pembayaran Retribusi
a. Pokok (banyaknya Objek x tarif)

(coereerrne e, XRp. oo ) = Rp.ciciiii
b. Sanksi (2% per bulan x Retribusi Terutang)
(oo Y% xRp. oo ) = Rp..cooeveieennnnnn...
JUMLAH = Rp. oo
B o3 0E= T o ¥ = OO )
Waijib Retribusi Petugas Pemungut
( ) ( )
Keterangan Le r Warna R <

- Lembaran I warna PUTIH (Asli) untuk Wajib Retribusi.

- Lembaran II warna KUNING untuk Bapenda Prov. Sulsel.

- Lembaran IIl warna MERAH untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola.
- Lembaran IV warna BIRU untuk Kas Umum Daerah.

- Lembaran V warna HIJAU untuk Petugas Pemungut Retribusi/Arsip.

») Diisi sesuai objek Retribusi

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

MM
=
p

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
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LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PROVINSI

TAHUN
USAHA

PERATURAN DAERAH
SELATAN NOMOR
JASA

SULAWESI
2012 TENTANG RETRIBUSI

BENTUK DAN ISI RECU RETRIBUSI TERMINAL

A. Recu Jasa Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang Tipe B

1. Mobil Bus

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ..ot
MOBIL BUS
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
Rp8.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ...coooeiviiiiiiiiiiinnns
MOBIL BUS
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
Rp8.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

2. Mobil Non Bus

a. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ...
MOBIL NON BUS
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ....c.coviiiiiiiiiiin
MOBIL NON BUS
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP})
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal




b. Dalam Kota/Angkutan Kota
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Arsip |

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL
MOBIL NON BUS
Dalam Kota/Angkutan Kota
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ...coooiiiiiiniiiineinnn,
MOBIL NON BUS
Dalam Kota/Angkutan Kota
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

C. Angkutan Sewa Khusus/Umum

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL
MOBIL NON BUS
Angkutan Sewa Khusus/Umum
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL
MOBIL NON BUS
Angkutan Sewa Khusus/Umum
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

3. Fasilitas Terminal

a. Penggunaan Ruang Tunggu (Peron)

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL
Penggunaan Ruang Tunggu (Peron)
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL
Penggunaan Ruang Tunggu (Peron)
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

b. Mandi Cuci Kakus




1) Buang Air Kecil
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Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ...,
FASILITAS TERMINAL
MCK (Buang Air Kecil)

Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ......coivviiiiiiniinnene,
FASILITAS TERMINAL
MCK (Buang Air Kecil)

Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

2) Buang Air Besar

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ......cooviiiiiiiin
FASILITAS TERMINAL
MCK (Buang Air Besar)

Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ..o
FASILITAS TERMINAL
MCK (Buang Air Besar)

Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ...,
FASILITAS TERMINAL
MCK (Mandi)
Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL .......ccoiiin
FASILITAS TERMINAL
MCK (Mandi)
Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah)
per orang / 1 x masuk

No. Karcis
Tanggal

c. Kebersihan Kios
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Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ...
FASILITAS TERMINAL
Kebersihan Kios
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per kios / hari

No. Karcis
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL .....ccooiiiiiniininene,
FASILITAS TERMINAL
Kebersihan Kios
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
per kios / hari

No. Karcis
Tanggal

4. Pas Masuk Kendaraan Pribadi

a. Sepeda Motor

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribust

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ...
PAS MASUK KENDARAAN PRIBADI
Sepeda Motor
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL .....coiiiiiiiinenen,
PAS MASUK KENDARAAN PRIBADI
Sepeda Motor
Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis No. Karcis

Lokasi Lokasi

Tanggal Tanggal
b. Mobil

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL .....coiiiiiiiniiniininnn
PAS MASUK KENDARAAN PRIBADI
Mobil
RpS5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ..o,
PAS MASUK KENDARAAN PRIBADI
Mobil
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / 1 x masuk

No. Karcis
Lokasi
Tanggal




5. Parkir Inap

a. Sepeda Motor
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Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL
PARKIR INAP
Sepeda Motor
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / malam

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL
PARKIR INAP
Sepeda Motor
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / malam

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wajib Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019}

TERMINAL ......ooiiiiiiiinn
PARKIR INAP
Mohbil
Rp8.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / malam

No. Karcis
Lokasi
Tanggal

RETRIBUSI TERMINAL
(PERDA PROV. SULSEL NO. 12 TAHUN 2019)

TERMINAL ...,
PARKIR INAP
Mobil
Rp8.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
per unit / malam

No. Karcis
Lokasi
| Tanggal




44

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RECU RETRIBUSI TERMINAL
(PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019)

Nomor RECU ittt et ieeteaeten e et eeteeateeateeeeteetanat e tanaetaneennesanesanttantaaeaaeas

Terima dari, Nama ST PSPPI
LN R R O PP P PP PPPPPN
Alamat F
Untuk Pembayaran

Pada Perangkat Daerah T tteueietosNon et e enoenneneronaesnnrornsoasenaansannenetantanestrorotetenenttasess HIETETS
Nama Tempat T Py pppppge
Lokasi/Alamat S T PPy oo

Pembayaran Retribusi :

JASA PELAYANAN PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG TIPE B

R\ o3 0.5 7o Y ol <0 o 1 & o= Y <N S e

- Objek Retribusi KIOS TERMINAL / TEMPAT/LAHAN / LAPAK *
- Keterangan :

Pembayaran Retribusi:

A, eveviiiieinns D ST TP XRp (oo RpP coviiiiiiiiiiiiiiiiieinnes
............... X vrvrrnrnrnenenenennenens X RD ciiiiiii TRD

b. Sanksi Administratif (2%/bulan) ..........cc..o..... Keuerrnririrennenns PR e
Jumlah (Rp .cocviiiiiiiiiiiiiinn

=5 o 0T U= o S OGO TP PP PP PR }

Wajib Retribusi Petugas Pemungut
[ | [ )
NIP:

Keterangan Lembar Warna RECU :

- Lembaran I warna PUTIH (Asli} untuk Wajib Retribusi.

- Lembaran II warna KUNING untuk Bapenda Prov. Sulsel.

- Lembaran III warna MERAH untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola.
- Lembaran IV warna BIRU untuk Kas Umum Daerah.

- Lembaran V warna HIJAU untuk Petugas Pemungut Retribusi/Arsip.

#) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr
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LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN

NOMOR ' TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

BENTUK DAN ISI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMAKAIAN RECU/SKRD

LAPORAN . PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN RECU DAN KARCIS
PERANGKAT DAERAH @ et ee e e ran s
BULAN e LT T TAHUN ...

No.

Yang diterima Yang digunakan
(No.Seri dan Jumlahnya) (No.Seri dan Jumlahnya) belum
JENIS RECU s/d s/d Bulan s/d digunakan
bulan bulan . bulan

lalu ini bulan ini lalu ini ini (No.Seri)

Sisa yang

Bulan s/d

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

a) Recu Pemanfaatan Tanah

b) Recu Pemakaian Bangunan/
Gedung/Ruangan

c) Recu Pemakaian Kend./Alat Berat

d) e dst

Retribusi Jasa Kepelabuhanan

a) Karcis Tanda Masuk Pelabuhan untuk
Orang

b) Karcis Tanda Masuk Kendaraan Gol.I dan
Gol.ll

c) Karcis Tanda masuk Kendaraan Gol.IIl

d) Karcis Tanda Masuk Kendaraan Gol.IV

Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga:

a) Karcis Tanda Masuk Pantai Barombong

b) Karcis Tanda Masuk Musium Lagaligo

¢) Karcis Tanda masuk Benteng Somba Opu

d)Karcis .....cceevneennnenn. dst

e) Recu Peng. Sarana Olah Raga

Mengetahui:
Kepala Perangkat Daerah, Petugas Pemungut Retribusi,

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr




